
BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

PERATURANBUPATILAMPUNGSELATAN
 

NOMOR sc TAllUN 2007
 

TENTANG
 
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN Dl DESA
 

BUPATILAMPUNGSELATAN 

Menimbang : a.	 babwa ootuk melaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 14 Taboo 2006 tentang Pembentukan 
Lembaga Kemasyarakatan di Desa perlo diatur dengan Peraturan 
BupaJi 

b.	 bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas 
dipandang perlu ditetapken dengan Peraturen Bupati Lampung 
Selatan. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 2g Taboo 1959, tentang Penetapan 
Undang-Undang DIlI'Ur1!l Nomor 4 Tabun 1956, Undang-Undang 
Darum! Nemer 5 Tahoo 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 
Taboo 1956 tentang Pembentukaa Daerah Tingkat II termasuk 
Kotapraja dalam lingkoogan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
""bagai Undang- Undang. 

2.	 Undang-Undang Nemer 10 Taboo 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Pmmdang-oodangan (Lembaran Ncgara Taboo 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nemer 4389). 

3.	 Undang-Undang Nemer 32 Taboo 2004 tentang Pemerintaban 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taboo 2004 
Nomor 125 tambaban Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437 ). 

4.	 Peraruran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 
Taboo 2005 tentang Perubaban alas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Taboo 2005 Nomor 38, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4439 ), yang telab ditetepkaa 
denganl.lndeng-Undang Nomor 08 Taboo 2005 ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Taboo 2005 Nomor 108, Tambaban 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 454g ). 

5.	 Peraturan Pemerintab Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambaban 
Lemharan Negara Rapublik Indonesia Nomor 4587). 

6.	 Peraturan Daerab Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Taboo 
2006 Tentang Peraturan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 

.Selatan Nomor 12 Taboo 2006). 

7.	 Peraturan Daerab Kabupaten Lampung Selatan Nemer 14 Taboo 
2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 
Taboo 2006). 



MEMUTUSKAN
 

Menetapkan:	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG 
PEMBENTllKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN OJ 
DESA. 

BAH I
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal I 

DalamPernturan Bupati ini yangdimak.sud dengan : 

a.	 Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah 

tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepenti ngaD masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyamkat dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik. Indonesia. 

b.	 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang 

lain sebagai Badon Ekselrutif Daerah Kabupaten Lampung Selaran, 

c.	 BupaLi adalah Bupati Lampung Selatan 

d.	 Peraturan Bupati Lampung Selatan adaJah peraturan yang mengatur tentang 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 

2006 tentang Pembenrukan lembagap Kemasyarakatan diDesa 

e.	 Carnat adalah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung SeJatan 

f.	 Desa atau yang disebut dengan nama lain. selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-bates wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihorrnati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesaruan RepubLikIndonesia. 

g.	 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

h.	 Peraturan Desa adalah semua peratutan-peraturan, keputusan-keputuan yang telah 

ditetapkan oleh	 Kepala Desa seteJah dilakukan musyawarah/tapat dengan BPD 

serta telah mendapatlam persctujuan dan BPD. 

i.	 Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 

yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

Pemerintah Desa dalam pemberdayakan masyatakat di Desa. 

J.	 Keputusan Kepala Dcsa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan 

dan Peraturan Desa dan Kebijaksanaan KepaLa Desa yang menyangkut 

pemerintahan dan pembangunan di Desa tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau lebih tinggi 

tingkatannya. 
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BABII
 
TUJUAN DAN SASARAN
 

PasaI2 

Terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagai mitra Pernermtah Desa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan aspek pereneanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian pernbangunan serta pembinaan masyarakar. 

Pasal3 

(1) Pcraturan	 Bupali ini dijadikan pedoman bag; Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa untuk membentuk Lembaga kemasyarakatan di desa 

sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat. 

(2) Untuk	 menyatukan persepsi lembaga kemasyarakatan di desa., khusnsnya 

menyangkut peranannya dalarn pembangunan dan kemasyarakatan. 

BABllI
 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
 

P.sal4 

(1) Lernhaga	 Kemasyarakatan yang ada di desa sesuai tugas dan fungsinya 

berkeduduken sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menialankan roda 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

(2) Lembaga kemasyarakaran yang ada di desa mempunyai tugas : 

a.	 menyusun rencana pembangunan sccara partisipatif. 

b.	 Melaksanakan, mengendalikaa, memanfflatkan, memeLihara dan 

mengembangkan pembangunan secara partisipatif 

e.	 Mengerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya 

masyarakat. 

d.	 Menumbuh-kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat. 

(3) Untuk	 meleksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Lembaga 

kemasyarakatan di desa mempunyai fungsi : 

a.	 Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. 

b.	 Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalarn 

kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

c.	 Peningkatan kualitas dan pereepatan pelayanan Pemerirnah kepada 

masyarakat. 
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d.	 Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil 

pembangunan secara partisipatif 

e.	 Penumbuh-kembang dan penggerak prakasa, partisipasi, serta swadaya gotong 

royong masyarakat. 

f.	 Pemberdayaan dan peniugkatan kesejahteraan keluarga dan 

g.	 Pemberdayaan hak politik masyarakat. 

BABIV
 
SUMBER DA.lIlA
 

PasalS 

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari : 

a.	 gccadaya masyarakat. 

b.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa. 

c.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota danlatau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. 

d.	 Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

e.	 Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. 

BABV
 
LARANGAN DAN SANKSI
 

Pasal6 

(1). Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang : 

a.	 Melakukan kegiatan dan/atau melalaikan kewajiban yang berakibat merugikan 

kepentingan negara dan bangsa serta masyarakat; 

b. Melakukan kegiatan yang	 ridak sesuai danlatau bertentangan dengan maksud 

dan tujuan pembentukannya. 

c.	 Melakukan tindekan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang­

undangan yang berlaku danlatau bertentangan dengan norma-norma yang 

hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

(2). Pemerintah Desa dapat memberikan sank..si bagi Lembaga Kemasyarakatan yang 

ada di Desa apabila : 

a.	 Melakukan kegiatan yang menggangu keamanan dan ketertiban umum. 

b.	 Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraruran Perundang­

undangan dan ketentuan yang berlaku. 

c.	 Melakukan kegiatan yang berakibat merugikan kepentingan negara dan 

bangsa serta masyarakat. 
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c.	 Melakukan kegiatan yang berakibar merugikan kepentingan negara dan 

bangsa serta masyarakat. 

(3) Sanksi yang dapat dilakukan yaitu : 

a, teguran lisen dan tertuiis; 

b.	 pembekuan dan 

c.	 pembubaran, 

BABVII
 
PENUTUP
 

Pasal7 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenar 

pclaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal8 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan rm
 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 

Ditetapkan di Kalianda 

LIANWAR 

I LAMPUNG SELATA 

Pada langgal to-" _ 2007 

Diundangkan di Kalianda 
Pada tanggai l~) ~ II 2007 

SEKRETARIS DAERAH 
K~UPATENL~~L~GSELAT~~~ rp:~RAF KOOROINAS I 

OfY\ _.~_...:. 
Drs. Hi. RUSDI MALIK! 
Pembina Utama Muda 
NIP. 010 079 089 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN 2007 NOMOR 

r'"1.' SEKWILDA 

~Z\ AS!STEH I 

3. 
V ~ 

~. 1~n.·J /1' 
5 

6. I I 
BAGIAN t1UKUM l ,

7. I 
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